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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang eksistensi saksi mahkota 

dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana kaitannya dengan 

pemenuhan hak terdakwa yaitu bahwa ketentuan mengenai saksi mahkota 

tidak diatur didalam KUHAP, namun keberadaan mengenai saksi mahkota 

ini dapat ditemukan didalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang 

perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang 

bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu.  

Pertimbangan Hakim dalam Putuan Nomor 1598/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr 

telah memperhitungkan keterangan saksi mahkota yang Bernama Ahmad 

Mayfudin Adapun syarat – syarat yang sudah terpenuhi sebagaimana diatur 

dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 adalah sebagai berikut;  

a. Terdapat perbuatan pidana dengan tindakan penyertaan;  

b. Perbuatan pidana tersebut diperiksa dengan menggunakan metode 

pemisahan perkara (splitshing); dan  

c. Saksi mahkota dapat dihadirkan di persidangan jika suatu perkara 

kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi. Jika dalam 

persidangan perkara terjadi situasi seperti tersebut, barulah saksi 

mahkota boleh untuk dihadirkan di persidangan. SEMA Nomor 04 

Tahun 2011 tersebut menjadi dasar hukum bagi Justice Collaborator. 
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Dalam hal ini penggunaan Justice Collaborator sudah sesuai dengan 

kekuatan pembuktian.  

2. Keterangan saksi mahkota tidak bertentangan dengan pemenuhan hak 

terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas karena ketika seorang 

terdakwa diperiksa sebagai terdakwa ia tetap mendapatkan hak untuk diam, 

dan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketentuan mengenai 

seorang terdakwa yang mau bekerjasama, dan berlaku jujur dalam 

memberikan keterangan didalam persidangan diatur didalam SEMA Nomor 

04 Tahun 2011. Dalam Pasal 9 point c SEMA Nomor 04 Tahun 2011 

menyebutkan bahwa hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan 

dapat mempertimbangkan hal – hal penjatuhan pidana berupa pidana 

penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah 

dalam perkara yang dimaksud. Hal ini menjadi penyeimbang terhadap hak 

terdakwa yang menjadi saksi.  

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah 

seharusnya pemerintah dapat memberikan aturan yang lebih tegas lagi 

perihal kehadiran saksi mahkota dalam suatu persidangan karena Justice 

Collaborator tidak diatur didalam KUHAP, namum ketentuan mengenai 

Justice Collaborator hanya diatur didalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 

dimana Surat Edaran Mahkamah Agung ini hanya sebagai bentuk himbauan. 

Maka diharapkan ketentuan mengenai Justice Collaborator ini bisa diatur 

didalam ketentuan aturan yang mengikat seperti didalam KUHAP dimasa 
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depan. Sehingga tidak lagi terjadinya pro kontra mengenai Justice 

Collaborator dimana Justice Collaborator kerap kali dianggap melanggar 

hak terdakwa. Padahal seringkali saksi mahkota ini justru menjadi jalan 

untuk mengungkap suatu tindak pidana. 
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